SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 100 TAHUN 2020
TENTANG

PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG

Menimbang

Mengingat

BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 dan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebagai
dasar pelaksanaannya dimuat dalam  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dimuat lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

bahwa Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf b, masih dalam proses perubahan
sistem  sehingga  terdapat  keterlambatan  dalam
pembayaran penyediaan belanja baik yang bersifat
mengikat dan bersifat wajib;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penyediaan Belanja yang
Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib Tahun
Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
888);



Memperhatikan

Menetapkan

3 F

3

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 47);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/5433/KEUDA
tentang Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN BELANJA
YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT
WAJIB TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
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Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi
sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegiatan.

. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.

. Belanja Wajib adalah belanja untuk terjaminnya

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat.

Belanja Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah
Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap
bulan.



Pasal 2

Penyediaan dana yang bersifat wajib dan bersifat mengikat
terdiri dari:

a. Belanja pegawai meliputi Belanja gaji, tunjangan Pegawai
Negeri Sipil, pimpinan dan anggota DPRD serta Gubernur
dan Wakil Gubernur;

b. Belanja barang dan jasa yang meliputi belanja kebutuhan
dasar (Fixed cost) seperti pembayaran jasa telepon, listrik,
air, gas, bahan bakar minyak, makan minum pasien di
rumah sakit, panti sosial, pengadaan obat-obatan, pakan
ternak dan pelayanan dasar lainnya yang belum memenuhi
kebutuhan sampai akhir tahun anggaran;

c. Belanja untuk melaksanakan kewajiban kepada pihak
ketiga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

d. Belanja  pelayanan kesehatan, pendidikan, komunikasi
serta perjalanan dinas yang bersifat mendesak dan wajib
dihadiri; dan

e. Belanja lainnya yang harus dilaksanakan sampai dengan
akhir tahun anggaran, yang dilakukan secara selektif dan
cermat sesuai dengan urgensi/ prioritas kegiatan.

Pasal 3

Penyediaan dana yang bersifat mengikat dan bersifat wajib
pada belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR100





